BUPATI CIANJUR
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan
belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur
telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor
27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa sehubungan dengan diundangkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2011
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring
Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah;



Mengingat

. 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2831);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
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Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja
Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan
Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi
Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2011 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, pada ayat (5) huruf f, huruf h, dan
huruf m diubah, setelah huruf s ditambahkan satu 1 (satu) huruf,
yakni huruf t, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan
dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dan
diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang
melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal
Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen
proposal, maka surat permohonan berikut dokumen
proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah
yang bersangkutan.

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja
Hibah sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat
permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.

(4) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan
Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan
dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada OPD yang
membidangi.

(5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan
dokumen proposal Belanja Hibah kepada OPD yang membidangi
dan memerintah untuk evaluasi sesuai dengan bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:

a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur;

b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten'Cianjur;

c. urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan,
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Cianjur;

d. urusan pekerjaan umum bidang irigasi, dilaksanakan
oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
Kabupaten Cianjur;

e. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan
oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur;

f.  wurusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur;



g  urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur;

h. wurusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan
keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Keagamaan
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur;

1 urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dan
Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

J- urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;

k. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Cianjur;

1. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;

m. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan,
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur;

n. urusan otonomi daerah dan pemerintahan urnum,

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum dan Otonorni
Daerah Sekretariat Dacrah Kabupaten Cianjur;

0. urusan pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan,
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Ketahananan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur;

pP. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur;

9. urusan peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan
oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Cianjur;

r. urusan kehutanan dan perkebunan, dilaksanakan oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
dan

S. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cianjur

t. urusan publikasi dan kehumasan, media, dan informasi
dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA-OPD.



(3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah
dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan
rincian objek belanja hibah.

(5) OPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja
langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan,
serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek Belanja
Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat.

(6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap
penerima serta besaran Belanja Hibah.

(7} Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis
Belanja Hibah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, terdiri atas bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Ketentuan Pasal 34 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosial, meliputi:

pelatihan vokasional;

pembinaan kewirausahaan;

bimbingan mental spritual;

bimbingan fisik;

pelayanan aksesibilitas;

bimbingan sosial dan konseling;

bantuan dan asistensi sosial, dan/atau

bimbingan resosialisasi.
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(2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosial, meliputi:
a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas;
c. penguatan kelembagaan;



d. advokasi sosial; dan/atau
e. bantuan hukum.

(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan
Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

peningkatan kemauan dan kemampuan;

pelatihan keterampilan;

pemberian stimulan modal;

peralatan usaha dan tempat usaha;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

penataan lingkungan;

supervisi dan advokasi sosial;

penguatan keserasian sosial; dan

pendampingan.
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(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan
bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.

(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan
Belanja Bantuan Sosial, meliputi :

penyuluhan dan bimbingan sosial;

pelayanan sosial;

penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

penyediaan akses pelayanan perumahan dan

pemukiman; dan

g. penyediaan akses pelatihan, modal wusaha, dan
pemasaran hasil usaha.
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(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana dan/atau bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan dan dapat diberikan
bantuan sosial meliputi :

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, kesehatan, dan penampungan;
pemulihan darurat prasarana dan sarana;
bantuan perbaikan rumah masyarakat;
santunan duka cita;
santunan kecacatan; dan
santunan perawatan dan pengobatan
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(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (D) dan ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk
kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

Ketentuan Pasal 36, pada ayat (2) setelah huruf b ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf ¢, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta
lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis
Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Adilalkeanalran dAetrioan lretertiiarn .



a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;

b. bagi Individu, keluarga, dan/atau  masyarakat,
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi
cap RT/RW,; dan

c. bagi korban Bencana mendapat Rekomendasi dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.

Diantara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
40A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 40A

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30A dialokasikan kepada individu dan/atau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan
besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dialokasikan untuk
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu anggaran yang tidak dapat direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 41, ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah,
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 41

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD.

Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam
RKA-OPD.,

RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan
Sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek Belanja
Bantuan Sosial, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.

OPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang
atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok
belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan
kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa,
objek Belanja Bantuan Sosial barang, dan rincian objek Belanja
Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat.



(6)

(7)
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Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap
penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial.

Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja
Bantuan Sosial dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan
dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Ketentuan Pasal 49, setelah ayat (6), ditambahkan 1 (satu) ayat baru,
yakni ayat (7), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Pasal 49

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial
yang diterimanya.

Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan penggunaan;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan
sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima
Belanja Bantuan Sosial berupa uang;

d. salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima
Belanja Bantuan Sosial berupa barang.

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas
kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan,
wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dan huruf d.

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti
serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur atas

pemberian Belapja Bantuan Sosial meliputi:

a. permohonan dari calon penerima Belanja Bantuan
Sosial kepada Bupati;

b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Belanja
Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa belanja bantuan
sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

¢. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas
pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa uang;

d. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja
bantuan sosial berupa barang.
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(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {6}
hurup b dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja
Bantuan Sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
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